Menimbang :

Mengingat :

GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2017

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 93 ayat (1) dan
(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menegaskan bahwa standar
satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD), yang berlaku di suatu daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Maluku tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran

2017.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1617);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN

HARGA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Maluku;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Gubernur adalah Gubernur Maluku;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Maluku sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluku;

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluku;

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa
harga satuan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017.



BAB 1I
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 2

(1) Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai acuan
bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen kegiatan dalam RKA -
SKPD.

(2) Fungsi Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017 sebagaimana pada
ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat

dilampaui dalam penyusunan RKA — SKPD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas
tertinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 1 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2016 NOMOR 13



